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WALI KOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

NOMOR 27 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 140 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pontianak Tahun Anggaran 2021;  

  b. bahwa berdasarkan angka 37 huruf E Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Wali Kota Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan Dampaknya; 

  23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175); 

  24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18); 

  25. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2020 Nomor 86); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 140 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD 

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Pontianak. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan APBD.  

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA–

SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku 

pengguna anggaran. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku 

pengguna anggaran.  

10.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11.  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah. 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya 

disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.881.040.372.750 berkurang 

sebesar Rp. 155.701.886.430,00 sehingga menjadi Rp. 1.725.338.486.320,04 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. pendapatan daerah:   

1. semula Rp. 1.770.384.770.339,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (50.607.668.703,03) 

Jumlah pendapatan daerah setelah 

perubahan Rp. 1.719.777.101.635,97 

b. belanja daerah:   

1. semula Rp. 1.869.498.506.700,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (144.160.020.379,96)      

Jumlah belanja daerah setelah 

perubahan Rp. 1.725.338.486.320,04 

c. pembiayaan daerah:   

1. semula Rp. 144.113.736.361,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                (108.052.351.676,93) 

Jumlah pembiayaan setelah 
perubahan. Rp.    36.061.384.684,07 

Jumlah pembiayaan neto setelah 

perubahan Rp. 5.561.384.684,07 
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Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 4 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber 

dari: 

a. pendapatan asli daerah:   

1. semula Rp.     538.009.872.339,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (29.022.482.703,03) 

Jumlah pendapatan asli daerah 

setelah perubahan Rp.   508.987.389.635,97 

b. pendapatan transfer:   

1. semula Rp. 1.164.863.598.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                   (21.636.186.000,00) 

Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan Rp. 1.143.227.412.000,00 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah: 

1. semula Rp.     67.511.300.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                          51.000.000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah 
yang sah setelah perubahan Rp.     67.562.300.000,00 

   

Pasal 5 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
bersumber dari: 

a. pajak daerah:   

1. semula Rp.   358.500.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 
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Jumlah pajak daerah setelah 
perubahan Rp.   358.500.000.000,00 

b. retribusi daerah:   

1. semula Rp.     38.760.751.300,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 739.132.000,00 

Jumlah retribusi daerah setelah 

perubahan Rp.     39.499.883.300,00 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan: 

1. semula Rp.     35.240.482.703,03 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                  (19.740.482.703,03) 

Jumlah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah setelah 
perubahan 

Rp.  15.500.000.000,00 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 

1. semula Rp.     105.508.638.335,97 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.021.132.000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah setelah 

perubahan 
Rp. 95.487.506.335,97 

(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 

bersumber dari: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat: 

1. semula Rp.   920.836.598.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                (21.636.186.000,00) 

Jumlah dana transfer 

Pemerintah Pusat setelah 
perubahan 

Rp.   899.200.412.000,00 

b. pendapatan transfer antar daerah: 

1. semula Rp. 244.027.000.000,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pendapatan transfer 

antar daerah setelah perubahan Rp.   244.027.000.000,00 

(3) lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf c, bersumber dari: 

a. pendapatan hibah:   

1. semula Rp. 67.511.300.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pendapatan hibah setelah 

perubahan Rp. 67.511.300.000,00 

b. dana darurat:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana darurat setelah 
perubahan Rp.  0,00 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 51.000.000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan 

sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
setelah perubahan 

Rp. 
 

51.000.000,00 
  

   

Pasal 6 

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a. pajak hotel:   

1. semula Rp. 25.000.000.000,00 
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2.bertambah/(berkurang) Rp.                   (6.900.000.000,00) 

Jumlah pajak hotel setelah 

perubahan Rp. 18.100.000.000,00 

b. pajak restoran:   

1. semula Rp.     72.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (17.000.000.000,00) 

Jumlah pajak restoran setelah 
perubahan Rp.     55.000.000.000,00 

c. pajak hiburan: 

1. semula Rp.     24.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                   10.000.000.000,00 

Jumlah pajak hiburan setelah 
perubahan Rp.  34.000.000.000,00 

d. pajak reklame: 

1. semula Rp.     19.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak reklame setelah 
perubahan Rp. 19.000.000.000,00 

e. pajak penerangan jalan: 

1. semula Rp.     75.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.000.000.000,00 

Jumlah pajak penerangan jalan Rp. 82.000.000.000,00 

f. pajak parkir: 

1. semula Rp.     6.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah pajak parkir setelah 
perubahan Rp. 7.000.000.000,00 
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g. pajak sarang burung walet: 

1. semula Rp.     500.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00 

Jumlah pajak sarang burung walet 

setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00 

h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2): 

1. semula Rp.     37.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.400.000.000,00 

Jumlah pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
setelah perubahan 

Rp. 57.400.000.000,00 

i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB): 

1. semula Rp. 100.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (15.000.000.000,00) 

Jumlah bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan (BPHTB) setelah 

perubahan 
Rp. 85.000.000.000,00 

Pasal 7 

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: 

a. pajak hotel:   

1. semula Rp. 23.690.650.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (6.070.650.000,00) 

Jumlah pajak hotel setelah 

perubahan Rp. 17.620.000.000,00 

b. pajak motel:   

 1. semula Rp. 1.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 
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Jumlah pajak motel setelah 
perubahan Rp. 1.000.000,00 

c.  pajak losmen:   

1. semula Rp. 1.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak losmen setelah 

perubahan Rp. 1.000.000,00 

d. pajak gubug pariwisata:   

1. semula Rp. 1.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah gubug pariwisata setelah 

perubahan Rp. 1.000.000,00 

e.  pajak wisma pariwisata:   

1. semula Rp. 1.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak wisma pariwisata 

setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 

f.  pajak pesanggrahan:   

1. semula Rp. 1.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak pesanggrahan 
setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 

   

g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya: 

1. semula Rp. 315.220.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (200.220.000,00) 

Jumlah pajak rumah penginapan 

dan sejenisnya setelah perubahan Rp. 115.000.000,00 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

h. pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh): 

1. semula Rp. 989.130.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (629.130.000,00) 

Jumlah pajak rumah kos dan 

jumlah kamar lebih dari 10 
(sepuluh)  setelah perubahan 

Rp. 360.000.000,00 

(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri 
atas: 

a. pajak restoran dan sejenisnya:   

1. semula Rp. 44.500.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (12.133.000.000,00) 

Jumlah pajak restoran dan 

sejenisnya setelah perubahan Rp. 32.367.000.000,00 

 b. pajak rumah makan dan sejenisnya: 

1. semula Rp. 24.137.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (5.537.000.000,00) 

Jumlah pajak rumah makan dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 18.600.000.000,00 

 c. pajak kafetaria dan sejenisnya:   

 1. semula Rp. 1.000. 000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak kafetaria dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 

 d. pajak kantin dan sejenisnya:   

 1. semula Rp. 1.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak kantin dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 
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 e. pajak warung dan sejenisnya:   

 1. semula Rp. 2.180.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 585.000.000,00 

Jumlah warung dan sejenisnya 

setelah perubahan Rp. 2.765.000.000,00 

 f.  pajak bar dan sejenisnya:   

 1. semula Rp. 1.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak bar dan sejenisnya 

setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 

 g.  pajak jasa boga/katering dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 1.180.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 85.000.000,00 

Jumlah pajak jasa boga dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 1.265.000.000,00 

(3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri 
atas: 

 a. pajak tontonan film: 

 1. semula Rp. 8.740.0000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (7.964.000.000,00) 

Jumlah pajak tontonan film 

setelah perubahan Rp. 776.000.000,00 

   

 b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 23.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000,00 

Jumlah pajak rumah makan dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 43.000.000,00 
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 c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 1.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak kontes kecantikan, 

binaraga dan sejenisnya setelah 
perubahan 

Rp. 1.000.000,00 

 d. pajak pameran dan sejenisnya:   

 1. semula Rp. 7.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (6.000.000,00) 

Jumlah pajak pameran dan 
sejenisnya setelah perubahan Rp. 1.000.000,00 

 e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 9.150.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 14.850.000.000,00 

Jumlah warung dan sejenisnya 
setelah perubahan Rp. 24.000.000.000,00 

 f.  pajak sirkus/akrobat/sulat dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 3.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak 

sirkus/acrobat/sulat dan 
sejenisnya setelah perubahan 

Rp. 3.000.000,00 

   

 g.  pajak permainan biliar, bowling dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 26.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak permainan biliar, 

bowling dan sejenisnya setelah 
perubahan 

Rp. 26.000.000,00 
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 h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan 
sejenisnya: 

 1. semula Rp. 1.600.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                      (200.000.000,00) 

Jumlah pajak pacuan kuda, 
kendaraan bermotor, permainan 

ketangkasan dan sejenisnya 
setelah perubahan 

Rp. 1.400.000.000,00 

 i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) 

dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 3.300.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.300.000.000,00 

Jumlah pajak panti pijit, refleksi, 

mandi uap/spa, pusat kebugaran 
(fitness centre) setelah perubahan 

Rp. 6.600.000.000,00 

 j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya: 

 1. semula Rp. 1.150.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak pertandingan olah 
raga dan sejenisnya setelah 

perubahan 
Rp. 1.150.000.000,00 

(4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri 

atas: 

 a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron: 

 1. semula Rp. 15.700.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 800.000.000,00 

Jumlah pajak reklame papan / 
billboard / videotron / megatron 

setelah perubahan 
Rp. 16.500.000.000,00 

 b. pajak reklame kain:   

 1. semula Rp. 2.700.000.000,00 
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 2. bertambah/(berkurang) Rp. (700.000.000,00) 

Jumlah pajak reklame kain 

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 

 c. pajak reklame melekat/stiker:   

 1. semula Rp. 100.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak reklame melekat/ 
stiker setelah perubahan Rp. 100.000,00 

 d. pajak reklame selebaran:   

 1. semula Rp. 100.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak reklame selebaran 
setelah perubahan Rp. 100.000,00 

 e. pajak reklame berjalan:   

 1. semula Rp. 210.500.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000,00) 

Jumlah pajak reklame berjalan 
setelah perubahan Rp. 200.500.000,00 

 f.  pajak reklame udara:   

 1. semula Rp. 100.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak reklame udara 
setelah perubahan Rp. 100.000,00 

 g.  pajak reklame apung:   

 1. semula Rp. 100.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak reklame apung 

setelah perubahan Rp. 100.000,00 
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 h. pajak reklame suara:   

 1. semula Rp. 100.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah reklame suara setelah 

perubahan Rp. 100.000,00 

 i. pajak reklame film/slide:   

 1. semula Rp. 89.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 122.000.000,00 

Jumlah pajak reklame film/slide Rp. 211.000.000,00 

 j. pajak reklame peragaan:   

 1. semula Rp. 300.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (212.000.000,00) 

Jumlah pajak reklame peragaan 

setelah perubahan Rp. 88.000.000,00 

(5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

 huruf e terdiri atas: 

 a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri: 

 1. semula Rp. 100.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah pajak penerangan jalan 
dihasilkan sendiri setelah 

perubahan 
Rp. 100.000.000,00 

 b. pajak penerangan jalan sumber lain: 

 1. semula Rp. 74.900.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.000.000.000,00 

Jumlah pajak penerangan jalan 

sumber lain setelah perubahan Rp. 81.900.000.000,00 

(6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri 
atas: 
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 a. pajak parkir:   

 1. semula Rp. 6.000.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah pajak parkir setelah 

perubahan Rp. 7.000.000.000,00 

(7) Anggaran pajak burung sarang walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

 huruf g terdiri atas : 

 a. pajak burung sarang walet:   

 1. semula Rp. 500.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00 

Jumlah pajak burung sarang 
walet setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00 

(8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2)  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas: 

 a. PBBP2:   

 1. semula Rp. 37.000.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.400.000.000,00 

Jumlah pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBBP2) setelah 

perubahan 

Rp. 57.400.000.000,00 

(9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas: 

 a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemindahan 
hak: 

 1. semula Rp. 90.000.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (11.000.000.000,00) 

Jumlah pajak bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan 
(BPHTB)-pemindahan hak) setelah 

perubahan 

Rp. 79.000.000.000,00 
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 b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemberian 
hak baru : 

 1. semula Rp. 10.000.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (4.000.000.000,00 

Jumlah pajak bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan 

(BPHTB)-pemberian hak baru 
setelah perubahan 

Rp. 6.000.000.000,00 

Pasal 8 

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b 

terdiri atas : 

a. retribusi jasa umum :   

1. semula Rp. 24.170.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jumlah retribusi jasa umum setelah 

perubahan Rp.   24.170.000.000,00 

b. retribusi jasa usaha :   

1. semula Rp.     6.590,751.300,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 739.000.000,00 

Jumlah retribusi jasa usaha setelah 

perubahan Rp.     7.329.751.300,00 

c. retribusi perizinan tertentu:  
 

1. semula Rp. 8.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 132.000,00 

Jumlah retribusi perizinan tertentu 

setelah perubahan  Rp.  8.000.132.000,00 

Pasal 9 

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c terdiri atas : 
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a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas 
penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan): 

1. semula Rp. 35.240.482.703,03,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (22.240.482.703,03) 

Jumlah bagian laba yang dibagikan 
kepada pemerintah daerah (dividen) 

atas penyertaan modal pada badan 
usaha milik daerah (lembaga 
keuangan) setelah perubahan 

Rp. 13.000.000.000,00 

b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas 
penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum): 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/ (berkurang) Rp. 2.500.000.000,00 

Jumlah bagian laba yang dibagikan 
kepada pemerintah daerah (dividen) 
atas penyertaan modal pada badan 

usaha milik daerah (Bidang Air 
Minum) setelah perubahan 

Rp. 2.500.000.000,00 

Pasal 10 

(3) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d terdiri atas: 

 a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan: 

1. semula Rp. 150.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 988.000.000,00 

Hasil penjualan barang milik 
daerah yang tidak dipisahkan 

setelah perubahan 
Rp. 1.138.000.000,00 

 b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan: 

 1. semula Rp. 1.025.300.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Hasil pemanfaatan barang milik 
daerah yang tidak dipisahkan 

setelah perubahan 
Rp.   1.025.300.000,00 
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 c. jasa giro:   

 1. semula Rp. 4.865.000.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Jasa giro setelah perubahan Rp.   4.865.000.000,00 

 d. hasil pengelolaan dana bergulir:   

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Hasil pengelolaan dana bergulir 
yang tidak dipisahkan setelah 

perubahan 
Rp.   10.200.000,00 

 e. pendapatan bunga:   

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Pendapatan bunga setelah 
perubahan Rp.   10.200.000,00 

 f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah: 

 1. semula Rp. 0 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.400.000,00 

Penerimaan atas tuntutan ganti 
kerugian keuangan daerah setelah 
perubahan 

Rp. 20.400.000,00 

 g. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain: 

 1. semula Rp. 0 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Penerimaan komisi, potongan 
atau bentuk lain setelah 

perubahan 
Rp. 10.200.000,00 

 h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing: 
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 1. semula Rp. 0 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Penerimaan komisi, potongan 
atau bentuk lain setelah 

perubahan 
Rp. 10.200.000,00 

 i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan: 

 1. semula Rp. 0 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Pendapatan denda atas 

keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan setelah perubahan 

Rp. 10.200.000,00 

 j. pendapatan denda pajak daerah:   

 1. semula Rp. 5.995.632.999,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Pendapatan denda pajak daerah 
setelah perubahan Rp.   24.170.000.000,00 

 k. pendapatan denda retribusi daerah: 

 1. semula Rp. 2.903.132.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 29.868.000,00 

Pendapatan denda retribusi 
daerah setelah perubahan Rp. 2.933.000.000,00 

 l. pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan : 

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 
                           

10.200.000,00 

Pendapatan hasil eksekusi atas 

jaminan setelah perubahan Rp. 10.200.000,00 

 m. pendapatan dari pengembalian:   

 1. semula Rp. 0,00 
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 2. bertambah/(berkurang) Rp.                        122.400.000,00 

Pendapatan dari pengembalian 

setelah perubahan Rp. 122.400.000,00 

 n. pendapatan BLUD:   

 1. semula Rp. 90.569.573.336,97 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. (11.294.000.000,00) 

pendapatan BLUD setelah 
perubahan Rp. 79.275.573.336,97 

 o. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan: 

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.400.000,00 

Pendapatan denda pemanfaatan 
BMD yang tidak dipisahkan 
setelah perubahan 

Rp.   20.400.000,00 

 p. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir: 

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Pendapatan hasil pengelolaan 

dana bergulir setelah perubahan Rp.   10.200.000,00 

   

 q. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht) : 

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 

Pendapatan hasil pengelolaan 

dana bergulir setelah perubahan Rp.   10.200.000,00 

 r. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah: 

 1. semula Rp. 0,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.200.000,00 
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Pendapatan denda atas 
pelanggaran peraturan daerah 

setelah perubahan 
Rp. 10.200.000,00 

Pasal 11 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 

huruf a terdiri atas: 

 a. dana perimbangan:   

  1. semula Rp. 888.929.719.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp. (21.636.186.000,00) 

Dana perimbangan setelah 
perubahan Rp. 867.293.533.000,00 

 b. dana insentif daerah:   

  1. semula Rp. 31.906.879.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Dana insentif daerah setelah 

perubahan Rp. 31.906.879.000,00 

(2)  Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 

huruf a terdiri atas: 

 a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH): 

  1. semula Rp. 50.022.862.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Dana transfer umum-dana bagi 
hasil (DBH) setelah perubahan Rp. 50.022.862.000,00 

 b. dana transfer umum-dana alokasi 
umum:   

  1. semula Rp. 668.160.406.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp.                (21.399.409.000,00) 

Dana transfer umum-dana alokasi 

umum setelah perubahan Rp. 646.760.997.000,00 

 c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik: 
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  1. semula Rp. 69.477.213.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp. (182.777.000,00) 

Dana transfer umum-dana alokasi 
khusus (DAK) fisik setelah 

perubahan 
Rp. 69.294.436.000,00 

 d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik: 

  1. semula Rp. 101.269.238.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp. (54.000.000,00) 

Dana transfer umum-dana alokasi 
khusus non fisik hasil setelah 

perubahan 
Rp. 101.215.238.000,00 

(3)  Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

1 huruf b terdiri atas: 

 a. dana insentif daerah (DID):   

  1. semula Rp. 31.906.879.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Dana transfer umum-dana bagi 

hasil (DBH) setelah perubahan Rp.   31.906.879.000,00 

   

(4) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 

huruf b terdiri atas: 

 a. pendapatan bagi hasil pajak:   

  1. semula Rp. 244.027.000.000,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Pendapatan bagi hasil pajak 
setelah perubahan Rp. 244.027.000.000,00 

Pasal 12 

(1) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a terdiri atas: 

 a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat: 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

 1. semula Rp. 67.511.300.000,00 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Pendapatan hibah dari 
pemerintah pusat setelah 

perubahan 
Rp.   67.511.300.000,00 

(2) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c terdiri atas: 

 a. lain – lain pendapatan:   

  1. semula Rp. 0,00 

  2. bertambah/(berkurang) Rp. 51.000.000,00 

Lain lain pendapatan setelah 

perubahan Rp. 51.000.000,00 

Pasal 13 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: 

a. belanja operasi:   

1. semula Rp. 1.397.332.989.017,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (57.382.068.938,79) 

Jumlah belanja operasional setelah 

perubahan Rp. 1.339.950.920.078,21 

b. belanja modal:   

1. semula Rp. 422.162.692.683,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (77.806.601.523,52) 

Jumlah belanja modal setelah 
perubahan Rp. 344.356.091.159,48 

c. belanja tidak terduga:   

1. semula Rp. 50.002.825.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (8.971.349.917,65) 
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Jumlah belanja tidak terduga setelah 
perubahan Rp. 41.031.475.082,35 

Pasal 14 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a, terdiri 

atas: 

a. belanja pegawai:   

1. semula Rp. 767.185.474.671,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (34.728.865.390,00) 

Jumlah belanja pegawai setelah 

perubahan Rp. 732.456.609.281,00 

b. belanja barang dan jasa:   

1. semula Rp. 590.638.809.346,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (16.659.807.548,79) 

Jumlah belanja barang dan jasa 
setelah perubahan Rp. 573.979.001.797,21 

c. belanja bunga:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja bunga setelah 

perubahan Rp. 0,00 

d. belanja subsidi:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja subsidi setelah 

perubahan Rp. 0,00 

e. belanja hibah:   

1. semula Rp. 29.789.861.000,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. (4.953.396.000,00) 

Jumlah belanja hibah setelah 

perubahan Rp. 24.836.465.000,00 

f. belanja bantuan sosial:   

1. semula Rp. 9.718.844.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.040.000.000,00) 

Jumlah belanja bantuan sosial 
setelah perubahan Rp. 8.678.844.000,00 

Pasal 15 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: 

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 369.577.469.722,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (25.652.155.555,00) 

Jumlah gaji dan tunjangan 
aparatur sipil negara setelah 

perubahan 
Rp. 343.925.314.167,00 

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 422.162.692.683,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (22.161.706.983,00) 

Jumlah tambahan penghasilan 

aparatur sipil negara setelah 
perubahan 

Rp. 191.925.019.650,00 

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 116.190.775.265,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (11.613.825.007,00) 

Jumlah tambahan penghasilan 
berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya aparatur sipil 

negara setelah perubahan 

Rp. 104.576.950.258,00 
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d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD: 

1. semula Rp. 26.146.566.530,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah gaji dan tunjangan DPRD 

setelah perubahan Rp. 26.146.566.530,00 

e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah: 

1. semula Rp. 1.631.041.590,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.540.783.151,00 

Jumlah gaji dan tunjangan kepala 
daerah/wakil kepala daerah 

setelah perubahan 
Rp. 3.171.824.741,00 

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil 

kepala daerah: 

1. semula Rp. 1.108.35.655,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan lainnya 

pimpinan DPRD serta kepala 
daerah/wakil kepala daerah 

setelah perubahan 

Rp. 1.108.35.655,00 

   

g. belanja pegawai BOS:   

1. semula Rp. 12.315.816.888,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 13.712.008.012,00 

Jumlah belanja pegawai BOS 

setelah perubahan Rp. 26.027.824.900,00 

h. belanja pegawai BLUD : 

1. semula Rp. 26.128.702.388,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 9.446.030.992,00 
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Jumlah belanja pegawai BLUD Rp. 35.574.733.380,00 

(2) Belanja barang  dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b 
terdiri atas: 

a. belanja barang:   

1. semula Rp. 160.957.263.173,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (4.839.394.242,77) 

Jumlah belanja barang setelah 

perubahan Rp. 156.117.868.930,23 

b. belanja jasa:   

1. semula Rp. 269.797.004.070,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 6.271.877.365,01 

Jumlah belanja jasa setelah 

perubahan Rp. 276.068.881.435,01 

c. belanja pemeliharaan:   

1. semula Rp. 58.377.564.380,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (13.233.941.839,00) 

Jumlah belanja pemeliharaan 
setelah perubahan Rp. 45.143.622.541,00 

d. belanja perjalanan dinas:   

1. semula Rp. 28.689.151.723,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (6.818.787.356,00) 

Jumlah belanja perjalanan dinas 
setelah perubahan Rp. 21.870.364.367,00 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat: 

1. semula Rp. 5.174.478.878,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (325.840.500,00) 
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Jumlah belanja uang dan/atau 
jasa  setelah perubahan Rp. 4.848.638.378,00 

f. belanja barang dan jasa BOS:   

1. semula Rp. 37.410.523.883,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.470.760.719,00) 

Jumlah belanja barang dan jasa 

BOS  setelah perubahan Rp. 26.939.763.164,00 

g. belanja barang dan jasa BLUD: 

1. semula Rp. 30.232.823.239,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 12.712.039.742,97 

Jumlah belanja barang dan jasa 
BLUD  setelah perubahan Rp. 42.944.862.981,97 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas: 

a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya: 

1. semula Rp. 579.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja hibah kepada 

pemerintah daerah lainnya 
setelah perubahan 

Rp. 579.000.000,00 

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia: 

1. semula Rp. 25.896.271.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (4.953.396.000,00) 

Jumlah belanja hibah kepada 

badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan 

hukum setelah perubahan 

Rp. 20.942.875.000,00 

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik: 

1. semula Rp. 3.314.590.000,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja hibah bantuan 

keuangan kepada partai politik 
setelah perubahan 

Rp. 3.314.590.000,00 

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri 
atas: 

a. belanja bantuan sosial kepada individu: 

1. semula Rp. 5.863.844.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja bantuan sosial 

kepada Individu setelah 
perubahan 

Rp. 5.863.844.000,00 

b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga : 

1. semula Rp. 3.855.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.040.000.000,00) 

Jumlah belanja bantuan sosial 
kepada keluarga setelah 

perubahan 
Rp. 2.815.000.000,00 

Pasal 16 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a terdiri atas:  

a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 277.753.739.646,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (15.227.058.981,00) 

Jumlah belanja gaji pokok 
aparatur sipil negara setelah 

perubahan 
Rp. 262.526.680.665,00 

b. belanja tunjangan Keluarga ASN:   

1. semula Rp. 24.099.948.453,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (2.339.008.030,00) 
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Jumlah tunjangan keluarga ASN 
setelah perubahan Rp. 21.760.940.423,00 

c. belanja tunjangan jabatan ASN:   

1. semula Rp. 6.550.090.119,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (370.415.781,00) 

Jumlah tunjangan jabatan ASN 
setelah perubahan Rp. 6.180.274.338,00 

d. belanja tunjangan fungsional ASN: 

1. semula Rp. 16.591.099.435,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.375.466.857,00) 

Jumlah tunjangan fungsional ASN 

setelah perubahan Rp. 15.215.632.578,00 

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN: 

1. semula Rp. 5.461.762.804,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (472.249.201,00) 

Jumlah tunjangan fungsional 

umum ASN setelah perubahan Rp. 4.989.513.603,00 

   

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 13.430.439.089,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (456.032.018,00) 

Jumlah belanja tunjangan beras 
aparatur sipil negara setelah 

perubahan 
Rp. 12.974.407.071,00 

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN: 

1. semula Rp. 2.704.378.595,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.597.703.547,00) 
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Jumlah tunjangan 
PPh/tunjangan khusus ASN 

setelah perubahan 
Rp. 1.106.675.048,00 

h. belanja pembulatan gaji ASN: 

1. semula Rp. 7.240.533,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.332.852,00) 

Jumlah belanja pembulatan gaji 

setelah perubahan Rp. 3.907.681,00 

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN: 

1. semula Rp. 20.622.849.550,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.891.750.609,00) 

Jumlah iuran jaminan kesehatan 
ASN setelah perubahan Rp. 16.731.098.941,00 

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN: 

1. semula Rp. 602.268.565,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 25.260.194,00 

Jumlah iuran jaminan kecelakaan 
kerja ASN setelah perubahan Rp. 627.528.759,00 

k. belanja iuran jaminan kematian ASN: 

1. semula Rp. 1.753.052.933,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 55.602.127,00 

Jumlah belanja iuran jaminan 
kematian ASN setelah perubahan Rp. 1.808.655.060,00 

(2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat 1 huruf b terdiri atas:  

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara: 

1. semula Rp. 93.464.688.377,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. (11.531.866.910,00) 

Jumlah tambahan penghasilan 

berdasarkan beban kerja aparatur 
sipil negara setelah perubahan 

Rp. 81.932.821.467,00 

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN: 

1. semula Rp. 2.846.406.889,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.247.882.680,00 

Jumlah tambahan penghasilann 

berdasarkan kondisi kerja setelah 
perubahan 

Rp. 6.094.289.569,00 

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN: 

1. semula Rp. 265.609.377,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 198.972.216,00 

Jumlah tambahan penghasilann 

berdasarkan kelangkaan profesi 
ASN setelah perubahan 

Rp. 464.581.593,00 

d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN: 

1. semula Rp. 117.510.021.990,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (14.076.694.969,00) 

Jumlah tambahan penghasilan 

berdasarkan prestasi kerja ASN 
setelah perubahan 

Rp. 103.433.327.021,00 

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektifitas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf 
c terdiri atas: 

a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah: 

1. semula Rp. 10.570.773.906,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.489.053.660,00) 
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Jumlah belanja insentif ASN atas 
pemungutan pajak daerah setelah 

perubahan 
Rp. 7.081.720.246,00 

b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah: 

1. semula Rp. 1.943.551.747,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 4.852.395,00 

Jumlah belanja bagi ASN atas 

insentif pemungutan retribusi 
daerah setelah perubahan 

Rp. 1.948.404.142,00 

c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD: 

1. semula Rp. 69.709.851.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.443.900.150,00 

Jumlah belanja tunjangan profesi 
guru (TPG) PNSD setelah 

perubahan 
Rp. 73.153.751.150,00 

d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD: 

1. semula Rp. 789.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 42.000.500,00 

Jumlah belanja bagi ASN atas 

insentif pemungutan retribusi 
daerah setelah perubahan 

Rp. 831.000.500,00 

e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN: 

1. semula Rp. 9.384.589.980,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (8.830.044.980,00) 

Jumlah belanja jasa pelayanan 

kesehatan bagi ASN setelah 
perubahan 

Rp. 554.545.000,00 

f. belanja honorarium:   

1. semula Rp. 22.722.108.632,00 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (2.773.179.412,00) 

Jumlah belanja honorarium 

setelah perubahan Rp. 19.948.929.220,00 

g. belanja jasa pengelolaan BMD:   

1. semula Rp. 1.070.900.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (12.300.000,00) 

Jumlah jasa pengelolaan BMD 
setelah perubahan Rp. 1.058.600.000,00 

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat 1 huruf d terdiri atas: 

a. belanja uang representasi DPRD:   

1. semula Rp. 1.004.010.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja uang representasi 
DPRD setelah perubahan Rp. 1.004.010.000,00 

b. belanja tunjangan keluarga DPRD: 

1. semula Rp. 133.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah tunjangan keluarga DPRD 
setelah perubahan Rp. 133.000.000,00 

c. belanja tunjangan beras DPRD:   

1. semula Rp. 142.348.800,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja tunjangan beras 
DPRD setelah perubahan Rp. 142.348.800,00 

d. belanja uang paket DPRD:   

1. semula Rp. 86.058.000,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja uang paket DPRD 

setelah perubahan Rp. 86.058.000,00 

e. belanja tunjangan jabatan DPRD:   

1. semula Rp. 1.455.814.500,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja tunjangan jabatan 
DPRD setelah perubahan Rp. 1.455.814.500,00 

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD: 

1. semula Rp. 121.860.900,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja honorarium 
setelah perubahan Rp. 121.860.900,00 

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD: 

1. semula Rp. 14.433.300,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah jasa pengelolaan BMD 
setelah perubahan Rp. 14.433.300,00 

h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD: 

1. semula Rp. 7.938.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja tunjangan 
komunikasi intensif pimpinan dan 

anggota DPRD setelah perubahan 
Rp. 7.938.000.000,00 

i. belanja tunjangan reses DPRD:   

1. semula Rp. 1.984.500.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
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Jumlah tunjangan reses DPRD 
setelah perubahan Rp. 1.984.500.000,00 

j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD: 

1. semula Rp. 451.664.262,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (0,00) 

Jumlah belanja belanja 

pembebanan PPh Kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD 

setelah perubahan 

Rp. 1.984.500.000,00 

k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD: 

1. semula Rp. 7.771.476.768,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja tunjangan 
kesejahteraan pimpinan dan 

anggota DPRD setelah perubahan 
Rp. 7.771.476.768,00 

l. belanja tunjangan transportasi DPRD: 

1. semula Rp. 5.018.400.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja tunjangan 
transportasi DPRD setelah 

perubahan 
Rp. 5.018.400.000,00 

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD: 

1. semula Rp. 25.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja uang jasa 

pengabdian DPRD setelah 
perubahan 

Rp. 25.000.000,00 

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat 1 huruf e terdiri atas: 

a. belanja gaji pokok KDH/WKDH: 
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1. semula Rp. 58.500.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.802.500,00) 

Jumlah gaji pokok KDH/WKDH 
setelah perubahan Rp. 54.697.500,00 

b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 8.190.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (532.350,00) 

Jumlah tunjangan keluarga 
KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 7.657.650,00 

c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 105.300.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (6.844.500,00) 

Jumlah belanja tunjangan jabatan 
KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 98.455.500,00 

d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 579.360,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 6.372.960,00 

Jumlah belanja tunjangan beras 
KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 6.952.320,00 

e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 3.360.883,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.860.883,00) 

Jumlah belanja tunjangan 

PPh/tunjangan khusus 
KDH/WKDH setelah perubahan 

Rp. 1.500.000,00 

f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 1.200,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.800 

Jumlah belanja pembulatan gaji 

KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 5.000,00 

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 6.897.600,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (879.600,00) 

Jumlah iuran jaminan kesehatan 
bagi KDH/WKDH setelah 

perubahan 
Rp. 6.000.000,00 

h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 140.400,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (20.400,00) 

Jumlah belanja tunjangan 

komunikasi intensif pimpinan dan 
anggota DPRD setelah perubahan 

Rp. 120.000,00 

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 350.000,00 

Jumlah iuran jaminan kematian 
KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 350.000,00 

j. belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan pajak daerah: 

1. semula Rp. 1.335.090.147,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.617.177.107,00 

Jumlah belanja insentif bagi 
KDh/WKDH atas pemungutan 

pajak daerah setelah perubahan 
Rp. 2.952.267.254,00 

k. belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan retribusi daerah: 

1. semula Rp. 113.000.000,00 
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2. bertambah/(berkurang) Rp. (69.180.483,00) 

Jumlah belanja insentif bagi 

KDh/WKDH atas pemungutan 
retribusi daerah setelah 

perubahan 

Rp. 43.819.517,00 

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf f terdiri atas: 

a. belanja dana operasional DPRD:   

1. semula Rp. 393.120.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana operasional DPRD 
setelah perubahan Rp. 393.120.000,00 

b. belanja dana operasional KDH/WKDH: 

1. semula Rp. 715.255.655,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja dana operasional 
KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 715.255.655,00 

(7) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
1 huruf g terdiri atas: 

a. belanja pegawai BOS:   

1. semula Rp. 12.315.816.888,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 13.712.008.012,00 

Jumlah pegawai BOS setelah 
perubahan Rp. 26.027.824.900,00 

(8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

1 huruf h terdiri atas: 

a. belanja pegawai BLUD:   

1. semula Rp. 26.128.702.388,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 9.446.030.992,00 
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Jumlah pegawai BLUD setelah 
perubahan Rp. 35.574.733.380,00 

Pasal 17 

Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b terdiri atas :  

a. belanja modal tanah:   

1. semula Rp. 46.466.407.819,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.652.892.202,52) 

Jumlah belanja modal tanah 

setelah perubahan Rp. 35.813.515.616,48 

b. belanja modal peralatan dan mesin:   

1. semula Rp. 39.609.293.811,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (8.787.975.044,00) 

Jumlah belanja modal peralatan 

dan mesin setelah perubahan Rp. 30.821.318.767,00 

c. belanja modal gedung dan bangunan: 

1. semula Rp. 150.965.286.058,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (22.199.726.283,95) 

Jumlah belanja modal modal 

gedung dan bangunan setelah 
perubahan 

Rp. 128.765.559.774,05 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 

1. semula Rp. 184.193.063.501,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (36.089.123.693,05) 

Jumlah belanja modal jalan, irigasi 
dan jaringan setelah perubahan Rp. 148.103.939.807,95 

e. belanja modal aset tetap lainnya: 

1. semula Rp. 914.641.494,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (76.884.300,00) 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

Jumlah belanja aset tetap lainnya 
setelah perubahan Rp. 837.757.194,00 

f. belanja modal aset lainnya: 

1. semula Rp. 14.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja aset lainnya setelah 

perubahan Rp. 14.000.000,00 

Pasal 18 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c terdiri atas: 

a. belanja tidak terduga: 

a. semula Rp. 50.002.825.000,00 

b. bertambah/(berkurang) Rp. (8.971.349.917,65) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 

perubahan Rp. 41.031.475.082,35 

Pasal 19 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah 

perubahan Rp. 0,00 

b. belanja bantuan keuangan:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan 

setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 20 
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Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan:   

1. semula Rp. 144.113.736.361,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (108.052.351.676,93) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 36.061.384.684,07 

b. pengeluaran pembiayaan:   

1. semula Rp. 45.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (14.500.000.000,00) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 30.500.000.000,00 

Pasal 21 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, 

terdiri atas: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 

1. semula Rp. 144.063.736.361,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (108.052.351.676,93) 

Jumlah sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya 
setelah perubahan 

Rp. 36.011.384.684,07 

b. pencairan dana cadangan:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan 
setelah perubahan Rp. 0,00 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
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Jumlah hasil penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan setelah 

perubahan 
Rp. 0,00 

d. penerimaan pinjaman daerah:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan pinjaman 
daerah Rp. 0,00 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: 

1. semula Rp. 50.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan kembali 
pemberian pinjaman daerah 

setelah perubahan 
Rp. 50.000.000,00 

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

   

Jumlah penerimaan pembiayaan 

lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
setelah perubahan 

Rp. 0,00 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, 
terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pembentukan dana 
cadangan setelah perubahan 

Rp. 0,00 

b. penyertaan modal daerah:   

1. semula Rp. 45.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (14.500.000.000,00) 
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Jumlah penyertaan modal daerah 
setelah perubahan 

Rp. 30.500.000.000,00 

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pembayaran cicilan pokok 

utang yang jatuh tempo setelah 
perubahan 

Rp. 0,00 

d. pemberian pinjaman daerah:   

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pemberian pinjaman 
daerah setelah perubahan 

Rp. 0,00 

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: 

1. semula Rp. 0,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-

undangan 

Rp. 0,00 

   

Pasal 23 

(1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah: 

1. semula Rp. 45.000.000.000,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp. (14.500.000.000,00) 

Jumlah penyertaan modal daerah 

pada badan usaha milik daerah 
setelah perubahan 

Rp. 30.500.000.000,00 

Pasal 24 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daaerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 

(5.561.384.684,07); 
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(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.561.384.684,07. 

Pasal 25 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 

Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja 

bagi hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan 

Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil -

Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; dan 

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

Pasal 26 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 27 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

Ditetapkan di Pontianak  

pada tanggal 14 Maret 2022 

     WALIKOTA PONTIANAK, 

  ttd 

 EDI RUSDI KAMTONO 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 14 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

                       ttd 

MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 27 

 

 

 

 

 


